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Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemamfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga
listrik. Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa setiap orang yang
memproduksikan, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemamfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan
Standar Nasional Indonesia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Walaupun Undang-undang melarangnya namun dalam praktiknya masih banyak pelaku
usaha yang memperjualbelikan peralatan tenaga listrik yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), hambatan
dalam penerapan sanksi pidana, dan penanggulangan terhadap pelaku memperjualbelikan peralatan tenaga lsitrik yang tidak sesuai
Standar Nasional Indonesia.
Untuk memperoleh data dalam skripsi ini, digunakan metode penelitian kepustakaaan (Library Research) dan Penelitian lapangan
(field research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku literatur,
peraturan perundang-undangan, jurnal dan internet. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan
mewawancarai para responden dan informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh lebih mengedepankan sanksi admistrasi
terhadap pelaku. Terdapat beberapa hambatan dalam penerapan sanksi pidana yaitu kurangnya staf ahli di bidang penyidikan, tidak
ada laboratorium uji kestandarisasi yang terakreditasi di daerah, dan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan
Standar Nasional  Indonesia wajib. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
melakukam kampaye dan penyuluhan ke pasar-pasar, sosisalisai pada masyarakat, dan melakukan kerjasama dengan kepolisian.
Disarankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh untuk menambah penyidik pegawai negeri sipil dan membuat
laboratorium sendiri di daerah supaya pengawasan lebih maksimal, professional dan amanah dan semua pihak yang terkait harus
meningkatkan kerja sama.
